BAB V
PENUTUP
A.  KESIMPULAN
Berdasarkan   uraian   penejelasan   di   atas   maka   penulis   mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1.   Konsep perkawinan di Indonesia sangat jelas bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan haruslah memperhatikan segala bentuk dan aspek dari ajaran keagamaan, sehingga perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan perundang- undnagan dapat dikatagorikan melanggar kaidah-kaidah hukum, ketentuan tersebut dapat dijelaskan dalam Undang-Udang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

a.   Dalam Undang-Undang  No1 tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.
2)  Pasal  8  huruf  f  menyatakan  “Mempunyai  hubungan  yang  oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

b.   Dalam  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam dinyatakan sebagai berikut:

1)  Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan”
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2)  Pasal   40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

(1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

(2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

(3) seorang wanita yang tidak beragam Islam.

3)  Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

4)  Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien

2.   Penyelesaian harta bersama dari perkawinan beda agama dilakukan dengan menggunakan ketentuan bahwa dalam pembagian harta bersama tersebut dikembalikan kepada aturan hukum agama masing-masing pihak antara suami isteri, dengan mengedepakan aturan hukum yang melekat pada pihak suami sebagai  landasan  dapat  dijelaskan  dalam  pasal-pasal  di  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

a. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”
b.   Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”, kemudian;
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c.  Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
B.  SARAN-SARAN
1.   Kepada masyarakat.
Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perkawinan merupakan suatu  perbuatan hukum yang tidak terlepas dari aturan hukum, baik hukum   agama   maupun   hukum   negara,   sehingga   dalam   melangsungkan perkawinan aturan-aturan itu harus menjadi landasan utama. Perkawinan yang dilakukan atas dasar perbeda agama dapat memberikan dampak hukum tidak sahnya  perkawinan  tersebut,  maka  aturan  dalam  agama  menyebutkan  selama proses perkawinan itu berlansung antara suami dengan isteri yang berbeda agama menjadikan  pelanggaran  terhadap  ajaran-ajaran  agama  yang  dianut  masing- masing pihak.

Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama dapat menjadikan perkawina tersebut tidak sah.

2.   Kepada Mahasiswa
Mahasiswa sebagai agen untuk perubahan (agent Of change) diharapkan dapat membagi setiap ilmu yang sudah diproleh diperguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu, dalam membenahi pemahaman masyarakat yang masih keliru terkait pelaksanaan perkwinan yang dilakukan.

